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SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Siang ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 28/PUU-
XX/2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dari
Mahkamah Agung dan Mendengar Keterangan dua Ahli dari Pemohon.

Untuk kehadiran Para Pihak, semua hadir, kecuali DPR. Dan
sebelum kita lanjut untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait
Mahkamah Agung, kita sumpah dulu untuk Ahli, yaitu Pak Dr. Margarito
Kamis dan Pak Dr. Rocky Marbun.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]
Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Untuk Ahli Pemohon, satu, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.,
sudah siap?
AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:36]
Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:38]
Juru Sumpahnya? Juru Sumpahnya juga sudah ada?
AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:45]
Hadir.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:46]

Sudah.
Kedua, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., sudah siap?

AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [01:53]

Siap, Yang Mulia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:54]
Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:57]
Juru sumpah sudah ada, ya?

AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [02:00]
Sudah.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:02]

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismilahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan
keahlian saya.”

PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:06]

Bismilahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan
keahlian saya.”

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:29]

Terima kasih. Silakan duduk kembali!
Dan kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Kita dengar dulu Keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung
disampaikan oleh Pak Mustamin, S.H., M.H., dipersilahkan.

PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: MUSTAMIN [02:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat
siang, salam sejahtera buat kita semua.

Perkenankan, saya Mustamin, S.H., M.H., akan membacakan
Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait
dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022. Untuk mempersingkat waktu,
izinkan saya membacakan langsung pada pokok Keterangan Mahkamah
Agung dalam perkara permohonan uji materi Pasal 143 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Umar Husni
sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022.

Setelah mempelajari Permohonan Pemohon, Pihak Terkait

Mahkamah Agung memberikan keterangan, sebagai berikut.

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur bahwa pengadilan negeri

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Bahwa dalam penanganan penyelesaian perkara pidana, hakim

berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP diatur surat

dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP diatur penuntut

umum membuat surat dakwaan vyang diberi tanggal dan

ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal Ilahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
tersangka.

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak
pidana itu dilakukan.

Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143

ayat (2) KUHAP merupakan surat dakwaan yang null and void

berdasarkan putusan pengadilan. Namun putusan yang menyatakan,

“Dakwaan batal demi hukum,” secara yuridis tidak menghilangkan

kewenangan penuntut umum untuk mengajukan terdakwa kembali

ke pengadilan. Dengan demikian penuntut umum dapat melimpahkan
kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri setelah melakukan
perbaikan terhadap surat dakwaan.

Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan, “Dakwaan batal demi

hukum,” hanya mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP

dan tidak memeriksa pokok perkara, sehingga apabila perkara
tersebut dilimpahkan kembali oleh penuntut umum tidak dapat



dikategorikan sebagai perkara yang nebis in idem sebagaimana
ketentuan Pasal 76 KUHP.

8. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah belum adanya tafsir
terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengenai surat dakwaan batal
demi hukum, sehingga penuntut umum dalam melakukan perbaikan
dakwaan tidak mengembalikan ke tingkat penyidikan untuk dilakukan
penyidikan kembali, serta penuntut umum tidak memiliki batasan
berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang
telah dinyatakan batal demi hukum yang mengakibatkan perkara
yang dakwaannya dinyatakan, “Batal demi hukum,” terus kembali
berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian
hukum.

9. Bahwa putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 191 dan Pasal
193 KUHAP terdiri dari tiga jenis yaitu, putusan bebas, dan lepas dari
segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Sementara
putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP
belum memasuki pokok perkara dan tidak mengakhiri perkara.

10.Bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak memberikan batasan kepada
penuntut umum untuk mengajukan perbaikan atas surat dakwaan
yang dinyatakan, “Batal demi hukum.”

11.Bahwa Mahkamah Agung berpendapat jika terhadap dakwaan yang
telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143
ayat (3) KUHAP dilakukan pembatasan pengajuan kembali, maka hal
tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap
penanganan suatu perkara. Karena putusan yang menyatakan, “Batal
demi hukum,” hanya menilai syarat formal dan belum memeriksa
pokok perkara.

12.Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, “Dalam hal
dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka berkas perkara
dikembalikan kepada penyidik dan dapat didakwa kembali hanya satu
kali setelah melalui proses penyidikan baru.” Mahkamah Agung
berpendapat bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP hanya
menentukan dakwaan batal demi hukum. Sementara terhadap berkas
perkara penyidikan, tidak secara mutatis mutandis juga menjadi
batal.

13.Bahwa selain itu, pada saat dilakukan penyidikan terhadap tersangka
dengan diterbitkannya SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan, maka sejak saat itu antara penyidik dan penuntut umum
sudah saling berkoordinasi hingga akhirnya dinyatakan berkas
perkara lengkap atau P21. Ketika perkara dinyatakan lengkap oleh
penuntut umum atau P21, maka sejak itu kewenangan penyidik telah
selesai dan beralih menjadi kewenangan penuntut umum. Dengan
demikian, jika terhadap perkara yang sebelumnya telah dinyatakan
lengkap, kemudian harus dilakukan pendidikan baru, hal tersebut
justru akan menimbulkan ketidakpastian.



16.

17.

14.Bahwa mengenai tidak adanya batasan dalam mengajukan kembali
dakwaan yang telah dinyatakan, “Batal demi hukum,” sebagaimana
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah sama pengaturannya
dengan tidak adanya batasan bagi penuntut umum untuk
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik sebelum berkas
dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sebagaimana diatur dalam
Pasal 138 KUHAP.

15.Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, pembatasan pengajuan
dakwaan vyang telah dinyatakan, “Batal demi hukum,” akan
mengakibatkan perkara mengambang dan tidak jelas status
penyelesaiannya.

16.Bahwa mengenai berapa lama penuntut umum akan mengajukan
kembali dakwaan yang telah dinyatakan, “Batal demi hukum,” adalah
menjadi kewenangan penuntut umum sepenuhnya berdasarkan asas
dominus litis sebagaimana per ... sepanjang perkara tersebut tidak
melewati batas kedaluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung
menyimpulkan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak memberikan
batasan kepada penuntut umum untuk mengajukan perbaikan atas surat
dakwaan sepanjang tidak melewati batas kedaluwarsa penuntutan.
Namun demikian, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai
kepentingan hukum Pemohon dalam konstitusi.

Demikian, Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung. Jakarta,
16 Juni 2002 ... 2022. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait.

KETUA: ANWAR USMAN [10:57]

Ya, terima kasih.
Selanjutnya, kita dengar Keterangan Ahli Pemohon. Silakan, Pak
Dr. Margarito! Waktu sekitar 10 menit.

AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [11:18]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat
kita semua.

Bapak, Ibu Hakim Mahkamah yang saya hormati, Pemohon,
Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Kuasa Mahkamah Agung yang juga
saya hormati, Hadirin yang saya muliakan.

Saya sesuai dengan batas waktu yang diberikan, saya langsung ke
materi. Terminologi batal demi hukum ditemukan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk dua isu. Pertama, Pasal 143
ayat (3) dakwaan yang tidak memenuhi syarat ayat (2) berakibat
dakwaan batal demi hukum.



Kedua, Pasal 197 ayat (1), putusan yang tidak mencantumkan
perintah terdakwa ditahan juga berakibat batal demi hukum.

Persoalannya sekarang, apa akibat hukum yang menyertai atau
timbul dari dakwaan batal demi hukum tersebut? Apa kejaksaan masih
seperti tadi (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah Agung, apa
kejaksaan masih dapat mendakwa terdakwa untuk kedua kali dan ketiga
kali, bahkan seterusnya? Beralasankah kebatalannya meliputi
beralasankah pembatalannya meliputi ... beralasankah kebatalannya
meliputi seluruh, atau sebagian fakta, atau peristiwa pidana yang
dinyatakan dalam dakwaan tersebut? Haruskah dianggap demi hukum,
fakta yang dinyatakan dalam surat dakwaan tersebut dianggap tidak
ada?

Terdakwa yang sama, dengan perbuatan yang sama dalam semua
aspeknya, dalam semua aspeknya sama secara materil dengan dakwaan
sebelumnya, didakwa berkali-kali, logiskah kenyataan ini dikonstruksi
sebagai masalah penerapan hukum atau penegakan hukum? Logiskah
kenyataan ini dilihat sebagai akibat dari ketidakjelasan, kekaburan, dan
ketidakpastian norma? Logiskah norma batal demi hukum dikonstruksi
semata-mata sebagai sanksi pengadilan yang bersifat sementara?

Sifat sementara sanksi tersebut mengandung konsekuensi perkara
tersebut tidak memiliki kepastian untuk diakhiri. Beralasan logiskah itu
diletakan ke dalam kerangka kepastian hukum yang menjadi hak asasi
setiap orang? Tidak logiskah hal menggoda, bahkan memaksa peradilan
ini untuk menemukan pemecahan yang berkepastian? Untuk tujuan itu,
tidak logiskah batal demi hukum diberi sifat normatif sebagai sanksi yang
berifat permanen dan mutlak?

Majelis saya hormati. Logiskah membayangkan JPU mengambil
dari sumber lain selain BERITA Acara pemeriksaan pada tingkat
penyidikan dan berkas lainnya yang terintergrasi dengannya sebagai
rujukan pembuatan dakwaan? Tidak logiskah membayangkan berita acara
pemeriksaan terdakwa dan saksi yang telah dibuatkan resumenya berisi
atau mengandung ragam perbuatan yang satu dan lainnya saling
menyangkal? Disebabkan berita acara pemeriksaan terdakwa dan saksi
yang telah dibundel, diserahkan kepada kejaksaan dijadikan rujukan
materil pembuatan dakwaan, maka tidak logis membayangkan hal-hal
materil dalam berita acara dan berkas lainnya menjadi sebab terjadinya
ketidakcermatan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan uraian tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa. Hemat saya, semua hal materil yang
terdapat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, saksi, dan lainnya
secara obyektif harus dianggap telah dinyatakan secara cermat, jelas, dan
lengkap.

Konsekuensinya uraian mengenai perbuatan terdakwa harus
cermat, jelas, dan lengkap. Masalahnya, mengapa semua kualitas fakta
yang telah cermat, jelas, dan lengkap yang disajikan penyidik dalam



Berita Acara pemeriksasan yang dijadikan rujukan oleh JPU tidak
menghasilkan dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap?

IImu hukum tidak menyediakan instrumen untuk menemukan
aspek-aspek subyektif JPU membuat dakwaan. Tidak ada alasan
menyajikan hal-hal subyektif JPU sebagai sebab dakwaan tidak cermat,
jelas, dan lengkap. Hal-hal materil dalam dakwaan yang batal demi
hukum itu, hemat saya, demi hukum harus diberi sifat sebagai fakta yang
tidak memiliki kualitas hukum. Fakta yang tidak memiliki kualitas hukum,
hemat saya beralasan untuk dikonstruksi sebagai fakta yang tidak bersih
hukumnya.

Mendakwa seorang ... mendakwa seseorang memiliki utang pajak
sebesar sekian rupiah, tetapi besaran utang pajak tersebut tidak
diverifikasi terlebih dahulu atau telah dilakukan verifikasi tetapi tidak
tuntas mengakibatkan angka atau besaran hutang pajak tersebut
beralasan dianggap diperoleh dengan cara yang tidak sah. Hemat saya,
fakta ini tidak memiliki kualitas hukum untuk dijadikan materi dakwaan.
Angka pajak terutang yang sedang diperselisihkan oleh wajib pajak
dengan fikus misalnya dan sedang dalam pemeriksaan fiskus, tetapi wajib
pajak telah disidik oleh ... disidik secara pidana, hemat saya juga tidak
memiliki ... fakta itu ... fakta tersebut tidak memiliki kualitas sebagai fakta
yang bersih. Tidak logis menjadikan fakta tersebut sebagai materi
dakwaan.

Tidak bersihnya fakta tersebut merupakan konsekuensi dari tiga
hal hukum. Pertama, secara hukum wajib pajak memiliki hak mengoreksi
jumlah pajak dan seterusnya. Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan, mengatur,
walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan
tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan
wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap
ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak dilakukan tindakan
penyidikan, apabila wajib pajak dengan sukarela, dengan kemauan
sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai
pelunasan kekurangan, dan seterusnya.

Kedua, fakta yang diperoleh dalam penyidikan, beralasan hukum
untuk dikualifikasi sebagai fakta yang tidak bersih, diperoleh secara ilegal.
Ilegalitasnya terletak pada tidak adanya ketetapan dirjen pajak atas pajak
terutang ... atas pajak terutang wajib pajak. Ketetapan ini mutlak bersifat
... berisi pernyataan besaran pajak terutang dan wajib pajak.

Ketiga, kepastian tentang besaran pajak terutang yang ditetapkan
dalam ketetapan dirjen, beralasan hukum untuk dijadikan penghitungan

kerugian negara yang mengakibatkan seseorang disidik melakukan
tindak pidana pajak. Memperoleh kepastian besaran pajak terutang,
secara logis harus diterima sebagai purposive intent dari pengaturan



mengenai pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana pajak. Dan
seterusnya, saya tidak mambacakan.

Majelis yang saya hormati. Dakwaaan harus cermat, jelas, dan
lengkap menguraikan dan/atau menyajikan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan waktu dan
kasusnya. Semua hal materiil, hemat saya, dalam tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa, harus disajikan secara cermat, jelas, dan
lengkap.

Cermat, jelas, dan lengkap, hemat saya bernilai hukum, jaksa
penuntut umum dilarang menggunakan siasat, menjauhkannya dari bad
motive, irrelevant consideration dan/atau judgment dan sejenisnya
dalam membuat dakwaan.

Menyajikan seluruh aspek materiil dalam satu tindak pidana, hemat
saya, merupakan keharusan esensial rule of law.

Cermat, jelas, dan lengkap, hemat saya, merupakan cara rule of
law memberi bentuk konkret atas konsep kepastian hukum kepada
terdakwa.

Cermat, jelas, dan lengkapnya uraian mengenai tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa, untuk alasan sejarah dan harkat manusia,
merupakan cara pantas mengejar dan melembagakan tiga hal. Pertama,
memberi kepastian tidak hanya hukum, tetapi juga sosial politik kepada
setiap orang, terutama terdakwa.

Kepastian hukum merupakan cara rule of law memungkinkan setiap
orang, termasuk terdakwa berada dalam dalam tatanan yang fully
civilized. Cermat, jelas, dan lengkap merupakan satu-satunya cara rule of
law memberi jaminan kepada terdakwa membela diri menghadapi
tuduhan dari negara.

Sejarah evolusi dan perkembangan rule of law, menunjukkan
dengan sangat meyakinkan bahwa tatanan yang fully civilized hanya
terbentuk ... hanya terbentuk, terkonsolidasi melalui hukum. Hukumlah
yang menjadi sarana utama konsolidasi gagasan itu. Hukum jenis ini,
dalam semua aspeknya, norma dan penegakannya menempatakan
keselarasan dengan akal sehat (rasionablenes) dan pantas (properness)
sebagai esensinya.

Kedua, sejarah rule of law menyodorkan kepastian hukum itu
sebagai satu-satunya cara mencegah penguasa membelokkan
kekuasaannya. Rule of law memaksa penguasa untuk tak menggunakan
pertimbangan-pertimbangan arbitrer dalam menerapkan penegakan
hukum. Rule of law dalam konteks itu memberi sifat terhadap
pertimbangan arbitrer itu dalam semua dimensinya sebagai malum in se.

Mendakwa seseorang wajib pajak melakukan tindak pidana pajak,
tanpa uraian mengenai, misalnya wajib pajak tersebut membuat sendiri
surat pemberitahuan, menulis sendiri pajak terutang, menulis sendiri
faktur pajak, dan seterusnya, hemat saya berakibat dakwaan itu tidak
cermat, jelas, dan tidak lengkap. Mendakwa terdakwa dengan dakwaan



seperti itu, hemat saya mengakibatkan dakwaan itu bersifat malum in
probitia, sekaligus malum in se, dan seterusnya.

Majelis yang saya hormati, saya ingin mengajak Majelis
membayangkan satu hal. Mungkinkah besaran utang pajak yang
mengakibatkan wajib pajak disidik dapat berubah, bertambah, atau
berkurang pada tingkat penyidikan? Bila terjadi (berkurang atau
bertambah) soal hukumnya adalah apa status utang pajak yang telah
ditetapkan oleh dirjen pajak setelah memeriksa wajib pajak? Saya
berpendapat besaran utang pajak pada tingkat penyidikan harus sama
dengan utang pajak yang ditetapkan oleh dirjen pajak melalui
ketetapannya.

Majelis yang saya hormati, sekarang saya kembali ke hal batal demi
hukum. Tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur ketua
pengadilan berwenang mengembalikan surat dakwaan dengan alasan
dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Tidak ada itu.
Konsekuensinya, pengadilan harus menggelar sidang memeriksa perkara
itu. Pemeriksaan ini menjadi satu-satunya cara pengadilan, entah
terbantu oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum melalui eksepsinya,
menemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan
materiil dakwaan. Tidak dengan cara lain, apa pun itu.

Nalarnya, batal demi hukum surat dakwaan harus dinyatakan oleh
majelis hakim. Kebatalan surat dakwaan dengan demikian memerlukan
tindakan positif yang bersifat judicial dan dinyatakan dalam putusan
hakim. Masalahnya, apakah setelah putusan yang menyatakan dakwaan
batal demi hukum, jaksa penuntut umum masih dapat mendakwa lagi,
untuk kedua atau ketiga kalinya?

Itulah masalah konstitusional sesungguhnya dan terbesar dalam
perkara ini. Itulah ketidakjelasan dan kekaburan norma batal demi
hukum. Masalahnya, logiskah menyatakan “batal demi hukum” tertuju
atau terbatas hanya pada dakwaan sebagai suatu fakta?

Tidak akan disebut dakwaan, bila tidak memuat atau menguraikan
cara terdakwa melakukan tindak pidana, unsur-unsur delik, dan
seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya, hemat saya, beralasan logis
menyatakan konsekuensi “batal demi hukum” meliputi dan menyerap
seluruh asal materiil yang tercantum dal batalam dakwaan itu.

Disebabkan KUHAP menggunakan terminologi “batal demi
hukum”, sehemat saya doktrin expressio unius est exclussio alterius yang
telah disebut secara tegas dalam hukum bermakna menyangkal hal
sebaliknya yang tidak disebut dalam ilmu interpretasi, dapat digunakan
dalam menemukan hukum pada kasus ini. Kebatalan (nullitas) dakwaan,
sebagai konsekuensinya yang disebabkan hanya dan semata-mata oleh
hukum, bukan hal lainnya. Doktrin expressio unius est exclussio alterius
dimengerti sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) sudah disebutkan tadi
maknanya.



Dari genus mana text “batal” harus ditunjuk sebagai induknya?
Mungkin dapat selidiki tentu dalam kerangka interpretasi melalui
pendekatan ejusdem generis dan noscitur a sociis. Ejusdem generis
mengharuskan penafsir menjadikan norma batal sebagai fokus pencarian
makna aslinya. Dalam konteks itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mengartikan
“batal”=tidak berlaku; tidak sah, tidak jadi dilangsungkan; ditunda, dan
seterusnya.

Bagaimana dengan terminologi “batal demi hukum” yang tidak
ditemukan pengertiannya dalam kamus, termasuk kamus hukum. Dalam
menghadapi isu ini, saya menyodorkan pendekatan noscitur a sociis
dalam ilmu interpretasi untuk memecahkannya. Terhadap pendekatan ini
menghasilkan konstruksi kebatalan dakwaan sepenuhnya disebabkan
dakwaan itu tidak memenuhi kualitas dan kualifikasi sebagai dakwaan,
sehingga tidak sah digunakan menuduh seseorang.

IImu hukum menyamakan terminologi “batal demi hukum” dengan
nietigheid dalam bahasa Belanda. Terminologi nietigheid ini juga
disamakan dengan null and void, tadi oleh Mahkamah Agung juga
disebutkan dalam bahasa Inggris. Ilmu hukum juga menyediakan dua
konsep nietigheid. Pertama, absolut nietigheid dan yang kedua negative
nietigheid (batal mutlak).

Absolut nietigheid sesuatu yang sedari awal dianggap tidak
pernah ada, dan kebatalannya tidak dimintakan, karena terjadi dengan
sendirinya (void in abditio).

Kedua, relative nietigheid, batal relative. Kebatalan yang harus
dimintakan dan seterusnya. Dalam kebatalan relatif, perbuatan hukum
dianggap ada, tetapi terdapat hal yang menjadi sebab dapat diminta
pembatalan. Singkatnya, kebatalan, nullitas, harus dimintakan.

Null and void Act, dalam Lega/ and Administrative Writing:
Etymologycal Dictionary, The Latin Etymology, Philosophy and Explaned
Origin of 800 English Legal and Administrative Term, Edisi Terakhir,
2016. Kamus ini dikarang oleh Profesor Gaetano Palucio, diartikan act or
rule declare without legal effect (aturan yang tidak memiliki akibat
hukum). Null berasal dari bahasa Latin “nullus” menurut Profesor Palucio
memiliki makna not any, nobody, nothing. Void berasal dari bahasa Latin
“avius” oleh Profesor Palucio diartikan “without road (tidak ada jalan),
impassable road (jalan yang tak dapat digunakan atau dilalui) / “idio” =
so. In fact an act declared null and void is without road in figurative
sense that it will be not brought anywere.

Sesudah menjelaskan null and void, Profesor Lucio beralih
menjelaskan nullify a document. Perihal nullify a document, dinyatakan
“to make an act or any legal deed (perbuatan) void or legally ineffective,
therefore  without legal concequences.” Dilihat dari sudut
kemunculannya, konsep ini “null and void” ditemukan dalam praktik
hukum Romawi. Menurut Ronald J. Scalise, Jr, dengan artikel “Rethinking
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the Doctrin of Nullity” dalam Lousiona Law Review. Vol. 74, diterbitkan
tahun 2014, bukan pekerjaan mudah.

Dalam Roman Law, tulis Scalise, sesuai kata-katanya "“acts in
violation of law or public police were null.” Kesalahan atas orang, dan
kesalahan menggambarkan substansi suatu perbuatan, tulis Ronal,
mengakibatkan “the contract null.” Pada kategori kedua, dalam hukum
kontrak, Ronald mengutip pandangan Potier. Dalam esensinya Potier
menyodorkan dua sebab yaitu “violence and fraud” — kekerasan dan
penipuan sebagai hal yang tidak mengakibatkan kontrak tersebut “null”
tetapi dalam kata-katanya defective.

Sama dalam substansi dengan penjelasan Profesor Lucio, Lantera
Nadew, dalam artikelnya “Void Agrement and Voidable Contract; The
Need to Elucidate Ambiguities of Their Effect” menguraikan “the term
“void and voidable” have common law origin and are use to show the
degree of deffec (kesempurnaan) contract.”

Dijelaskan lebih jauh “A void contract is an act” dan seterusnya,
dan seterusnya. Uraian-uraian tersebut membawa Nadew menyodorkan
penegasan konklusif, “They can assume as if the contract was never
formed,” dan seterusnya.

Null and void, sejauh telah diuraikan di atas, jelas. Konsep itu
ditemukan, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Konsep ini dalam
kenyataannya juga dikenal dan ditemukan dalam hukum administrasi.
Dalam hukum administrasi, konsep null and void misalnya diuraikan oleh
artikel berjudul dan seterusnya, dan seterusnya. Dijelaskan oleh Grey,
dalam hal satu badan administrasi diberi wewenang dikresioner
menetapkan tarif tetap ... tetap kereta api, malah membuat tarif tetap
untuk kuota impor, menurut Grey tindakan ini berkualifikasi null and
void. Bagi Grey, sebab null and void tindakan tersebut berdasarkan
prinsip ultra vires.

Pandangan khas konstitusionalis disajikan dalam Grey ... disajikan
Grey dalam menjelaskan pembatasan diskresi, menyatakan, “Dalam
esensinya pembatalan ... pembatasan diskresi melalui undang-undang
dimaksudkan untuk mencegah efeknya terhadap hak-hak setiap orang.
Secara praktis,” tulis Grey, “Null and void itu merupakan cara mencegah
aparatur administrasi menyalahgunakan kekuasaannya.”

Majelis yang saya muliakan. Uraian-uraian yang telah saya
sampaikan tadi, meyakinkan saya untuk mengajak Majelis yang saya
hormati ini, menemukan level tercapainya ... level ... menemukan level
terpercaya, konsekuensi substansi ... konsekuensi substansial batal demi
hukum itu.

Kepastian hukum yang dalam studi rule of law diperlukan ...
dipertalikan esensinya dengan penghormatan terhadap harkat dan
martabat setiap orang, menurut saya mengharuskan Mahkamah tidak
menyatakan seseorang yang didakwa berulang-ulang setelah dakwaan
batal demi hukum, sebagai masalah praktik penegakan hukum.
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18.

Sungguh saya tidak memiliki kesempatan untuk menerima
pandangan ... saya tidak memiliki kemampuan untuk menerima
pandangan yang menyatakan bahwa norma batal demi hukum dalam
Pasal 1 ayat (3) ... Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang KUHAP telah jelas dalam semua aspeknya. Menakutkan,
bahkan terasa berjarak, terlampau jauh dari rasionalitas dan properness,
bila batal demi hukum diterima sebagai norma yang strictly.

Ketidakpastian,  begitulah  sejarah rule of law, dan
konstitusionalisme memanggungkan temuannya tidak pernah lain selain
sebagai induk tirani, sekaligus penghancuran terhadap ... terencana atas
harkat dan martabat manusia. Untuk alasan yang telah jelas di
sepanjang sejarah konstitusionalisme yang Mahkamah dalam jenis lain
berkontribusi di dalamnya mempertaruhkan semua yang bisa dan dimiliki
termasuk tersingkir dari jabatan. Itulah yang ditempatkan ... itulah yang
ditampilkan oleh Sir Edward Coke, hanya untuk memberi kepastian
hukum kepada setiap orang. Mempermainkan orang yang merupakan
konsekuensi praktis ketidakpastian hukum, saya duga akan terlihat
menyeramkan dan tidak akan dipilih menjadi tipikal Mahkamah ini.
Menyingkirkan ketidakpastian itu, menggantikannya dengan kepastian
hukum dalam kasus ini, hemat saya, mutlak dilakukan.

Menyatakan norma batal demi hukum tidak memiliki arti pasti,
sehingga tidak memenuhi syarat sebagai norma. Saya duga, mudah
diambil dan dinyatakan oleh Mahkamah ini. Norma ini mengakomodasi ...
mengapa norma ini mengakomodasi motivasi subyektif penguasa
termasuk jaksa penuntut umum. Norma ini menyediakan ruang yang
memungkinkan, kapan saja, subyektivitas jaksa bekerja memasukan
irrelevant consideration, irrelevant fact, dan sejenisnya mendakwa
seseorang. Ilmu hukum tidak menyediakan penalaran untuk
menerimanya sebagai horma hukum.

Pilihan konstitusional paling esensial dan rasional yang pantas
diambil Mahkamah dalam kasus ini, hemat saya, adalah memberi makna
dan bentuk kong ... bentuk konkret dari konsekuensi ... bentuk
konsekuensi konkret dan praktis dari norma ini. Makna konstitusional
praktis dari norma batal demi hukum, hemat saya, pertama, seluruh
perbuatan terdakwa dianggap tidak pernah ada. Kedua, terdakwa tidak
dapat didakwa dan diajukan untuk kedua dan ketiga kalinya ke sidang
pengadilan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN [27:59]

Terima kasih, Pak Dr. Margarito.
Lanjut, Pak Dr. Rocky Marbun, silakan!
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19.

AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [28:25]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Terima kasih atas
kesempatannya, Yang Mulia. Izinkan saya sebagai Ahli dari Pihak
Pemohon untuk menyampaikan pandangan terkait dengan uji materiil
terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Keterangan ini saya berikan tema
tentang Grand Narrative atau Narasi Besar Penegakan Hukum Acara
Pidana Sebagai Mitos Modernitas Suatu Upaya Pembongkaran Dominasi
Simbolik dalam Praktik Peradilan Pidana.

Di bagian awal, saya mencoba untuk mengajukan mengenai cara
membaca ulang hukum acara sebagai suatu pembacaan ... apa ...
dekonstruktif adalah hal yang sangat mengagetkan dan sangat
mengkhawatirkan bagi setiap orang yang berpikir secara radikal dan
mendalam ketika membaca dan mendengarkan langsung ungkapan dari
Prof. Muladi dalam sebuah acara seminar hukum. Dimana beliau yang
memberikan kesimpulan, sebagai berikut, “Kecenderungan universal
untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum
dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping
manusia alamiah, sekalipun polanya berbeda-beda, merupakan refleksi
kebijakan untuk meningkatkan peran instrumental hukum pidana untuk
menanggulangi berbagai tindak pidana yang semakin melibatkan
korporasi, baik yang diatur di luar maupun di dalam KUHP.”

Ungkapan tersebu